PROFESIONALISME GURU BISAKAH DIBENTUK 

MELALUI  SERTIFIKASI YANG PRAGMATIS? 

Kebijakan program sertifikasi guru masih terus berjalan dari target 2,7 juta guru, diperkirakan baru akan selesai tahun 2015. Sertifikasi merupakan pekerjaan besar dan membutuhkan dukungan dana tidak sedikit. Sayang belum genap satu tahun berjalan terlihat potensi munculnya beragam persoalan seperti pemberian tunjangan yang tersendat-sendat (Kedaulatan Rakyat, 13 Mei 2008), indikasi kecurangan, bahkan muncul fenomena keengganan guru untuk mengikuti sertifikasi. 

Berkaitan aspek pendanaan, guru yang lolos sertifikasi akan diberikan tunjangan sebesar 1 kali gaji pokok seperti diamanatkan dalam Undang-undang Guru dan Dosen (UUGD) no. 14 tahun 2005. Menurut target diperlukan sekitar 3,5 triliun, namun anggaran belum tersedia. Pemerintah nampak tidak siap dengan besarnya biaya yang harus sediakan. Sementara untuk mengatasi kecurangan dilakukan perbaikan sistem penilaian seperti mengharuskan komponen diklat dan forum ilmiah disertai dokumen asli, juga perubahan bagi penyiapan tenaga kependidikan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG). 

Kebijakan sertifikasi merupakan pekerjaan mulia yang telah menimbulkan ekspetasi besar masyarakat, guru, maupun pemerintah, dan DPR. Masyarakat berharap kebijakan sertifikasi akan dapat meningkatkan mutu pendidikan, sementara pihak guru berharap peningkatan kesejahteraan. DPR berharap sertifikasi bisa membantu menyelesaikan persoalan pendidikan dengan alokasi dana sangat besar. Kenyataan, melayani populasi besar dan heterogen dengan tekanan eskalasi politik kuat cenderung menjebak kebijakan program sertifikasi menjadi program pragmatis, tidak mampu merevitalisasi profesionalisme guru, mengambang dari regulasi yang sifatnya mendasar, tepat dan konsisten yang bisa menjadi rujukan dasar pelaksanaan program pengembangan profesionalisme guru serta pembinaan ketenagakerjaan di bidang pendidikan. Peningkatan mutu guru memerlukan dua kondisi, yaitu; 1). Pembenahan dan efisiensi pengelolaan ketenagakerjaan guru, 2). Peningkatan kapasitas lembaga pendukung melalui regulasi yang tepat dan bisa menjadi rujukan dasar peningkatan profesionalisme guru. Hal inilah yang selama ini lepas dari perhatian pemerintah, karena cenderung mengatasi persoalan dengan beragam program tambal sulam.

Revitalisasi pengembangan profesionalisme guru dan pembinaan ketenagakerjaan di bidang pendidikan idealnya menyentuh persoalan mendasar yang mengandung nilai transformasi kultural. Profesionalisme guru adalah persoalan hulu hilir yang tidak serta merta diselesaikan pada tingkat hilir melalui program sertifikasi. Kebijakan program sertifikasi berbasis portofolio tidak memberikan kecukupan informasi sosok utuh kompetensi guru karena direpresentasikan melalui dokumen. Seiring waktu diprediksi semangat mengambil jalan pintas oleh para guru bisa mendorong munculnya KKN dalam beragam bentuk termasuk proses penentuan peserta sertifikasi oleh dinas, belum lagi terkait dengan proses penilaian portofolio bisa mendorong para guru mengambil langkah-langkah pragmatis. Metamorfosis sertifikasi bisa terjadi apabila upaya penyelesaian masalah selalu mendorong kebiasaan lama pemerintah melalui program tambal sulam yang selalu menarik keterlibatan banyak pihak yang justeru menyebabkan integritas dan kredibilitas sertifikat pendidik menjadi ambruk. 

Pengelolaan tenaga kerja kependidikan dan pengembangan profesionalisme guru selama ini tidak merujuk informasi diagnostik yang bersumber dari konteks pembelajaran riil bagaimana materi pembelajaran itu dikiprahkan. Rujukan yang dipakai masih sebatas aspek normatif admininistratif. Para pengawas pendidikan sekedar menjalankan fungsi kontrol atas aktifitas rutin guru dan menilai kinerja guru berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Pihak dinas sendiri sudah merasa cukup dan berlega apabila secara administratif para guru telah kriteria yang diinstruksikan. Sekolah yang berhasil adalah yang tertib administratif dan mampu mengusung pencapaian nilai UNAS dengan baik. Pembelajaran sebagai interaksi unik (ideosyncratic interaction) antara guru dan siswa seolah menjadi kotak masif sangat rahasia (black box) yang tidak menjadi fokus diagnosa untuk tindak lanjut pembinaan ketenagakerjaan dan peningkatan profesionalisme guru. Pertemuan-pertemuan pada tingkat gugus atau MGMP masih didominasi sebagai penerusan informasi kebijakan dari atas bukan sebagai aktifitas profesional akademik. Akibatnya dalam praktek pembelajaran masih terjadi paradigma content transmission yang tidak mampu merubah sistem pendidikan sampai ke kecamatan maupun sekolah. 

Para pengawas sebaiknya diberikan otoritas untuk mengembangkan program-program peningkatan profesionalisme guru transformatif seperti inisiasi resensi buku, bedah buku, jurnal kependidikan, dan aktifitas sejenis baik di tingkat sekolah maupun gugus, KKG maupun MGMP. Apresiasi memadai diberikan  baik kepada para guru, pengawas maupun Dinas Pendidikan Kabupaten /Kota yang berhasil melakukan transformasi kultur akademik. Fungsi-fungsi pengawasan berbasis instrumentatif justeru memandulkan kreatifitas guru dan tidak lagi relevan bagi pengembangan profesionalisme guru. 

Revitalisasi LPTK

Pelayanan tenaga ahli kependidikan sendiri tidak memiliki pijakan jelas dalam menyelenggarakan pendidikan profesi guru. Dari sisi kapasitas lembaga -lembaga pencetak guru (LPTK) sendiri mengalami masalah kemandulan. Keppres No. 93/1999 mengamanatkan disatu sisi wajib menjalankan misi kependidikan sebagai mandat utama dan disatu sisi mengajarkan ilmu lain. Sisi lain LPTK juga mengalami godaan social glamour untuk  terjebak pada label universitas, sehingga terjadi disatu kamarkannya antara kependidikan dan non kependidikan. BAN PT sebagai lembaga akreditasi juga masih mempergunakan instrumen generik untuk setiap program studi yang berbeda karakteristik, tidak membedakan antara LPTK dengan ilmu murni. Kemandulan LPTK semakin menguat karena kehilangan rujukan dasar sosok utuh kompetensi guru karena pembentukan penguasaan akademik dipisahkan apriori. Pasal 9 UUGD menyatakan kualifikasi diperoleh melalui program pendidikan tinggi S1 atau D IV sementara pasal 11 ayat 2  menyatakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program tenaga kependidikan dan ditetapkan pemerintah. Kedua pasal ini nampak bingung menjawab pertanyaan siapa lembaga yang paling kompeten menyelenggarakan pendidikan profesional guru? LPTK ataukah Perguruan Tinggi dengan lulusan beragam kemampuan? 

Program sertifikasi menjadi tidak fair manakala pemerintah menagih atau melakukan penilaian kompetensi untuk pemberian sertifikat pendidik padahal para guru yang disertifikasi tidak dipersiapkan sejak awal untuk menjadi guru profesional. Proses pendidikan dan pembelajaran yang diselenggarakan oleh LPTK seharusnya tidak tampil terpisah dari konteks pembelajaran riil (empty paedagogy) dan tidak sekedar penguasaan ilmu (diciplinary content) namun memberi kesempatan untuk mengemas dan mengiprahkan materi itu ke dalam konteks pembelajaran nyata (subject-spesific paedagogy). Proses belajar mengajar adalah interaksi budaya unik tidak mungkin hanya dipelajari terpisah melalui disiplin ilmu murni, dan sebaliknya ilmu paedagogik  murni. 

Sebaiknya guru peserta sertifikasi diberikan kesempatan remidiasi sebelum mengikuti penilaian kompetensi, meskipun untuk jangka panjang revitalisasi profesionalisme guru harus dimulai dari hulu dengan sistem perekrutan yang lebih ketat dan dilakukan oleh LPTK yang benar-benar mendapat mandatoris untuk mencetak guru profesional (pasal 9 dan 11 ayat 2 UUGD perlu dikaji ulang). Rujukan dasar untuk menyelenggarakan pendidikan guru profesional mutlak diperlukan bukan sekedar langkah pragmatis melalui kebijakan sertifikasi. Disadari masih banyak persoalan seperti disparitas ketersediaan guru, rasio guru dan siswa, penugasan salah kamar, dan seabrek persoalan yang perlu direvitalisasi mulai dari hulu. 

